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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Berakhirnya era Perang Dingin telah mengangkat topik identitas nasional sebagai salah 

satu perbincangan utama dalam politik internasional. Perbedaan kondisi yang tidak lagi terbagi 

dalam blok-blok, seperti yang terjadi saat Perang Dingin, menciptakan ketidakjelasan dalam 

menentukan identitas nasional bagi beberapa negara. Hal ini kemudian memiliki dampak pada 

aktor-aktor hubungan internasional, terutama negara-negara dalam usaha meraka untuk 

mengkonsep ulang identitas nasional masing-masing (Hudson, 2007). Dalam kerangka teori 

Konstruktivisme khususnya dalam konteks identitas nasional, telah menjadi variabel tambahan di 

antara beberapa variabel utama dalam menganalisis fenomena internasional. Seiring berjalannya 

waktu, pembentukan identitas nasional dapat memiliki dampak substansial pada perumusan 

kebijakan luar negeri. Sejumlah akademisi dari masa lalu menyoroti signifikansi identitas nasional 

terhadap kebijakan luar negeri, dan pandangan ini diperkuat oleh kesepakatan sebagian besar para 

pengamat kebijakan luar negeri  (Lisbeth, 1999). 

Kaum konstruktivisme juga memandang bahwa identitas nasional sebagai khayalan 

komunitas politik (Anderson, 2006). Terdapat berbagai cara dalam menghayalkan sesuatu bangsa, 

sehingga ada banyak persepsi yang bersaing akan pemahaman bangsa dalam suatu komunitas yang 

sama (Malinova, 2008 : 41). Untuk itu, keberagaman identitas negara akan berbeda dan saling 

bersaing dari sejarah masa lalu dan kondisi saat ini yang telah ditafsirkan melalui ideologi yang 

berbeda. Fenomena akan teori konstruktivisme dalam pemaknaan identitas nasional dapat dilihat 

seperti identitas negara Turki yang mengalami reformasi dalam membangun identitas negaranya.
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Turki mengalami beberapa model identitas yang berbeda dan mengalami persaingan 

ideologi yang berasal dari masa lalu hingga saat ini yang telah diinterpretasikan melalui perjalanan 

identitas yang berbeda seperti Ottomanisme, Kemalisme, Westernisme, dan saat ini memilki 

identitas nasional sebagai Neo-Ottomanisme (Yavuz, 1998). 

Turki dapat diklasifikasikan sebagai negara di wilayah Eurasia, yang terletak diantara 

Benua Eropa dan Asia. Negara ini cenderung memiliki dualisme identitas nasional yang 

disebabkan oleh faktor geografis serta dinamika internal yang berasal dari sejarah panjang Turki 

pasca era kekaisaran Ottoman (Ismailov, 2010). Pada masa keemasan Ottoman, wilayah kekuasaan 

Turki melibatkan sejumlah besar daerah, mulai dari Balkan, Anatolia, hingga Jazirah Arab. 

Fenomena ini melahirkan variasi yang substansial dalam masyarakat Turki, mencakup perbedaan  

agama, suku dan ras. Meskipun demikian, kekaisaran Ottoman tetap mengakui idenitatas Islam 

melalui penerapan hukum syariah Islam di dalam wilayah Turki pada masa itu. Selain itu, 

kekiasaran Ottoman juga menerapkan hukum sekuler bagi kelompok masyarakat non-islam 

(Toprak, 1999).  

Setelah mengalami kekalahan oleh tentara Yunani di Anatolia pada tahun 1922, secara de 

facto Turki mendapati keruntuhan kekaisaran Ottoman dengan munculnya negara baru sebagai 

Turki modern. Pada tahun 1923, Turki mengalami reformasi pada masa kepemimpinan Mustafa 

Kemal Ataturk (Giannakopoulos, 2003). Ataturk membentuk Republik Turki yang modern dan 

menghilangkan sistem khilafah yang identik dengan nilai-nilai Islam. Selain itu juga pemerintah 

Ataturk melakukan redefinisi terhadap identitas nasional Turki, termasuk politik, budaya, dan 

agama. Politik luar negeri Turki saat itu juga diubah menjadi Eropa sentris yang sebelumnya pada 

era Ottoman Turki dekat dengan Timur Tengah (Hutington, 1996). Reformasi yang dilakukan oleh 

Ataturk terjadi secara internal dan eksternal agar cita-cita Turki mampu mengadaptasi modernisasi
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dengan waktu yang cepat. Hal ini juga agar meningkatkan perekonomian Turki melalui 

industrialisasi yang sangat erat hubungannya dengan peradaban Barat (Giridharadas, 2013). 

Sejak masa Ataturk hingga tahun 1990an kegiatan luar negeri Turki sangat erat dengan 

dunia Barat serta sekularisasi, hal ini menimbulkan adanya dualisme identitas Turki. Istilah White 

Turks sebagai identifikasi identitas Eropa pada masyaratkat Turki dan Black Turks sebagai 

identifikasi identitas Asia pada masyarakat Turki meskipun masyarakatnya dikuasi agama Islam. 

Keberadaan identitas Eropa telah menjadi bagian masyarakat Turki, hal ini tidak begitu saja 

diterima oleh Uni Eropa dalam pengaplikasian keanggotaan Uni Eropa yang diajukan oleh Turki. 

Paradigma Turki sebagai negara berpenduduk Muslim tetap menjadi faktor utama dalam 

penolakan Uni Eropa terhadap keanggotaan Turki, disamping faktor-faktor lain seperti 

perekonomian yang belum mencapai tingkat yang diharapkan dan dominan kecenderungan budaya 

Turki yang masih dianggap berasal dari wilayah Asia (Giridharadas, 2012). 

Terdapat periode singkat yakni ditahun 1996-1997 pada pemerintahan Turki kepada 

mantan Perdana Menteri Necmettin Erbakan yang memperkenalkan politik Islam di Turki dan 

menjadi mentor bagi Erdogan. Erbakan mengajarkan kebijakan pro-Barat dan berusaha 

mendirikan berbagai partai politik Islam untuk mendapat hati para masyarakat Turki. Meskipun 

sebelumnya pembentukan partai ini selalu dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun setelah 

kematian Erbakan, saat ini partai Islam semakin ditunggu kehadirannya di tengah masyarakat 

Turki (Zainal, 2016). 

Pada pemilihan umun Turki tahun 2002, partai Islam AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) 

berhasil meraih kemenangan dengan memenangkan mayoritas suara, mengamankan 2/3 kursi 

pemerintahan. Posisi Perdana Menteri berhasil dimenangkan oleh Recep Tayyip Erdogan. AKP 

berhasil mendominasi perolehan suara mencapai 34,2% dari total suara dan mengamankan 363 
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kursi dari total 550 kursi di Parlemen. Dengan demikian, kemenangan ini memberikan AKP 

legitimasi untuk membentuk pemerintahan tanpa perlu membentuk koalisi, dengan dukungan 

sebanyak 80,4% sebagian besar anggota Majelis Nasional (Soekanto, 2012). Kepemimpinan AKP 

dan Erdogan yang memiliki latar belakang Islam, melaksanakan serangkaian reformasi sejalan 

dengan beberapa inisiatif yang pernah dilakukan oleh Ataturk. Erdogan bertujuan untuk 

memulihkan stabilitas Turki dengan mengembalikan beberapa aspek masa kekhalifahan Ottoman 

tanpa melibatkan pengusiran terhadap etnis tertentu. Bersama AKP, Erdogan merumuskan 

kebijakan luar negeri Turki dengan pendekatan politik multidimensional, mencakup hubungan luar 

negeri ke wilayah yang lebih luas dan beragam (Barkey, 2011). Erdogan mengoptimalkan posisi 

geografis Turki sebagai aktor global dalam politik internasional, yang tidak hanya berfungsi 

sebagai jembatan penghubung antara Timur dan Barat (Taghian, 2011). 

Di bawah pemeritahan AKP, Turki meninggalkan identitas Kemalis yang dipandang 

menyerang identitas Turki Ottoman dan Islamisme. Erdogan mengkritik keras para pendiri 

ideologi Kemalis dan elit politik Kemalis pada masa lalu yang mengabaikan nilai tradisional Turki 

dan melupakan peradaban Turki Ottoman, dimana Kemalis sangat mendorong Turki ke dalam 

peradaban Barat (Khamami, 2016).  Apresiasi mengenai sejarah masa lalu Kekaisaran Ottoman 

membawa Erdogan sebagai penggerak Neo-Ottomanisme dalam formulasinya membangun 

masyarakat Turki yang lebih islami. Pemahaman Neo-Ottomanisme menawarkan kembali 

pemikiran bagaimana identititas dan hubungan luar negeri Turki mampu menjadi proyek 

pembangunan yang jauh dari bayang-bayang identitas Kemalis (Yavuz, 2016). 

Neo-Ottomanisme telah melaksanakan kepentingan Turki sebagai entitas yang aktif dalam 

kancah global. Pemerintahan Erdogan berupaya memposisikan Turki sebagai pusat politik dunia 

dengan memperluas cakupan kekuasaan ke wilayah-wilayah yang pernah menjadi bagian dari 
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Kekaisaran Ottoman, seperti negara-negara Balkan, Kaukasus, hingga Timur Tengah. Konsep ini 

sejalan dengan pernyataan Ahmet Davutoglu sebagai mantan Perdana Menteri Turki yang 

mengemukakan: 

“Turkey, which has been seen as the inheritor of seven hundred years of Ottoman history, 

is still seen as a political center by the people in its close territorial basin.” Aset yang Ottoman 

tinggalkan memaksa Turki untuk bersikap proaktif dan siap untuk menjalankan misi-misi 

regionalnya. Sehingga pemerintahan Turki melegalisasi “julukan sejarah” dari sejarah Ottoman 

terdahulu. Davutoglu juga menambahkan “This is nothing but an expression of the fact that history 

exceeds the wills limited to particular periods and exerts its authority over daily politics” 

(Davutoglu, 2014). 

Pada awal masa pemerintahannya di tahun 2003, Erdogan bertindak cermat dalam 

menyatakan kebijakan domestik dan luar negeri yang identik dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya 

agar menekan kecemasan dari kelompak sekular dalam negeri dan pihak-pihak eksternal. Namun 

pemerintah Turki justru memperoleh proses signifikansi demokratisasi yang baik pada sistem 

pemerintahan politik dengan pihak internal dan eksternal. Setelah dengan berkuasanya AKP dan 

Erdogan yang memiliki latar belakang Islam yang kuat, mulailah terjadi pergeseran ideologi pada 

kebijakan luar negeri Turki. Neo-Ottomanisme menjadi identitas Turki untuk mengembalikan 

pembangunan bangsa Turki berdasarkan sejarah warisan Ottoman dan menjadi elemen penting 

bagi konstitusi negara Turki (Berkes, 1998). Sehingga menyebabkan redefinisi dalam proses 

identitas nasional Turki. Pemerintahan Turki yang dikuasai oleh Partai AKP bercita-cita akan 

menampilkan citra dirinya sebagai penyeimbangan bagi Islamisme, demokrasi, dan sekularisme 

di tengah signifikannya pertumbuhan ekonomi dan akan mengedepankan soft power. Selama 
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penjabatan Erdogan pada dekade pertama, Turki menjaga hubungan baik dengan Barat pada 

kebijakan luar negerinya meskipun memiliki karakter Neo-Ottomanisme (Yavuz, 2020 : 66).  

Dengan pembawaan identitas Neo-Ottomanisme juga membuktikan bahwa identitas ini 

merupakan sikap pro-Barat dan bukan anti-Barat di dalam kebijakan luar negeri Turki. Erdogan 

dan AKP menghindari retrotika anti-Barat dan menyatakan aspirasi mereka untuk menjadi anggota 

Uni Eropa. Hal ini selaras dengan keikutserataan Turki pada Konvensi Istanbul. Konvensi Istanbul 

atau The Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic 

Violance adalah seperangkat instrumen pertama yang mengikat secara hukum Eropa untuk 

memberantas kekerasan terhadap perempuan serta kekerasan dalam rumah tangga. Konvensi ini 

ditandatangani oleh tiga belas negara dan Turki menjadi negara pertama yang bergabung dalam 

Konvensi Istanbul dengan menandatangani Konvensi Istanbul pada 11 Mei 2011 dan 

meratifikasinya pada tanggal 12 Febuari 2012. Fokus konvensi ini memberikan serangkaian 

tindakan komprehensif untuk menangani semua bentuk kekerasan kepada perempuan dan rumah 

tangga. Dinyatakan dalam pembukaan Konvensi Istanbul bahwa kekerasan terhadap perempuan 

bersifat “struktural” dan menjadi hambatan utama dalam pencapaian keseteraan diantara 

perempuan dan laki-laki (Szyszlak, 2022 : 74). 

Konvensi Istanbul merupakan hasil dari Ad Hoc Committee for Preventing and Combating 

Violence Againts Women and Domestic Violence (CHAVIO) yang dibentuk pada Desember 2008, 

dimana dalam keanggotaannya terdiri dari perwakilan pemerintahan dari 47 negara Anggota 

Majelis Eropa, Organisasi Internasional seperti Uni Eropa dan PBB serta Non-Govermental 

Organization (NGO) (Niemi, 2021). Sebelumnya, Konvensi Istanbul berangkat dari suatu  

permasalahan yang terjadi dalam The European Court of Human Rights atau pengadilan Hak Asasi 

Manusia Eropa. Sekretariat Jenderal Dewan Eropa melihat bahwa tidak memadainya perlindungan 
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dan pencegahan terhadap tindak kekerasan perempuan yang tidak hanya terjadi pada negara Turki 

tetapi juga negara-negara anggota Dewan Eropa lainnya. Negara Turki merupakan salah satu 

negara yang mengalami angka peningkatan terhadap kasus pembunuhan terhadap perempuan. 

Terhitung sejak tahun 2011 terdapat kasus pembunuhan terhadap perempuan sebanyak 127 kasus, 

di tahun 2012 sebanyak 143 kasus, di tahun 2013 mengalami 229 kasus, dan di tahun 2014 terus 

mengalami peningkatan sebanyak 289 kasus (We Will Stop Femicide Platform, 2020). Sehingga, 

penciptaan Konvensi Istanbul diperlukan untuk menyelaraskan undang-undang dalam memastikan 

tingkat perlindungan yang sama bagi perempuan di berbagai negara (Council of Europe Portal, 

2021). Erdogan saat itu yang menjabat sebagai Perdana Menteri membuktikan bahwa pemerintah 

Turki sangat menyadari pentingnya partisipasi Turki dalam Konvensi Istanbul. Tindakan akan 

bergabungnya Turki pada konvensi Istanbul saat itu juga sejalan dengan visi soft power Turki 

dengan meningkatkan pengaruh Turki dalam keputusan ini sebagaimana penggunaan soft power 

menjadi kebijakan dalam dan luar negeri yang sesuai dengan yang dipromosikan (Cerami, 2013). 

Konvensi Istanbul telah menimbulkan dampak yang besar di Eropa karena memberikan 

dukungan dan pemantauan pada sistem implementasinya. Namun setelah satu dekade dibentuk, 

Konvensi Istanbul mengalami banyak perdebatan diantara kelompok konservatif dan para aktivis 

perempuan khususnya pada wilayah Eropa Tengah dan Timur. Konvensi ini dianggap sebagai 

ancaman bagi nilai-nilai keluarga tradisional serta menjadi sasaran kritikan para kaum nasionalis 

dan konservatif. Turki merupakan salah satu negara yang mengalami peristiwa ini, dan pemerintah 

Turki sangat antusias dalam menyatakan penentangan akan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam 

Konvensi Istanbul dalam beberapa tahun terakhir (Stoyanova, 2020). 

Pada pelaksanaan pemilu ke-3 yang dilaksanakan tahun 2011, kemenangan partai AKP 

meningkatkan rasa kepercayaan diri di dalam kekuasaan politik. Terdapat beberapa perubahan 
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penting yang terjadi dalam hubungan internal dan eksternal Turki selama AKP berkuasa. AKP 

semakin ketat dalam peningkatan ekonomi, layanan sipil, peradilan, serta media. Sementara itu, 

minat pemerintahan dalam menyelesaikan demokratisasi internal semakin berkurang. Di saat yang 

sama  terjadinya fenomena “Arab Springs” menjadi tantangan baru bagi perkembangan soft power 

Turki yang sedang dijalankan. Banyaknya keterlibatan Turki dalam dinamika internal negara-

negara di Mediterania dan Timur Tengah melemahkan peran Turki sebagai model harmonisasi 

Islam-demokratik (Önis, 2012). 

   Pada tanggal 10 Agustus 2014, Erdogan secara resmi memenangkan pemilihan Presiden 

yang sebelumnya telah menjabat sebagai Perdana Menteri untuk mengubah sistem demokrasi 

parlementer menjadi sistem presidensial. Turki menjadi negara demokrasi yang tidak liberal 

dimana lembaga-lembaga di dalam Turki dipimpin oleh mayoritas konservatif. Adanya kudeta 

tahun 2016 menjadikan Erdogan mengambil alih besar dalam sektor ekonomi, birokrasi, serta 

media. Ditambah terjadinya referendum pada tahun 2017 dan pemilihan presiden pada tahun 2018 

membawa sistem baru di Turki yang menyatakan bahwa “Kepala Negara memperoleh kekuasaan 

hampir tidak terbatas dan hilangnya jabatan Perdana Menteri”. Sejak saat itu Erdogan pun 

menetapkan agenda yang semakin otoriter, konservatif serta islami. Hingga keputusan dalam 

kebijakan luar negeri menjadi semakin agresif (Önis, 2015). 

Dengan adanya serangkaian skenario tersebut, Turki memiliki pertimbangan untuk keluar dari 

Konvensi Istanbul dan menjadi strategi Erdogan dalam mendapatkan dukungan dari para 

kelompok konservatif. Persamaan akan identitas yang dimiliki oleh Erdogan dan kelompok-

kelompok konservatif ini menjadi faktor kuat dalam tindakan Turki keluar dari Konvensi Istanbul 

karena sejalan dengan pemikiran pemerintah yang menganggap bahwa konvensi ini telah menjadi 

elemen pemecah belah masyarakat Turki. Isi kandungan dalam Konvensi Istanbul juga sering 
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menjadi perdebatan dan dituduh mempromosikan budaya LGBT dan merusak nilai-nilai keluarga 

tradisional Turki dan juga konvensi ini mengacu pada kontroversi pemaknaan akan konsep 

“gender” (Boulton, 2021). 

Pada tanggal 22 Maret 2021, setelah sepuluh tahun berlalu sejak Turki meratifikasi Konvensi 

Istanbul, Direktorat Komunikasi Turki mengumumkan penarikan diri negara Turki, menyertakan 

alasan resmi akan keputusan tersebut. Dalam pernyataan resmi tersebut menyatakan bahwa  

“Konvensi Istanbul yang aslinya untuk mempromosikan hak-hak perempuan, dibajak oleh 

sekelompok orang yang menormalkan homoseksualistas, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

sosial Turki. Sehingga, Turki memutuskan untuk mengeluarkan diri”. Penarikan diri ini telah 

mendapatkan persetujuan dari kabinet No.2012/2816 pada 10 Februari 2012, sesuai dengan Pasal 

3 dekrit Presiden No.9, yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk melaksanakan, 

menghentikan pelaksanaan, mengesahkan, atau mengakhiri perjanjian internasional melalui 

keputusan Presiden (Cantekin, 2021). 

Fenomena dan penjelasan atas penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul telah diteliti oleh 

dua akademisi sebelumnya. Yang pertama, peneliti Rania Nabilla Putri dengan judul penelitian 

“Latar Belakang Keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul Tahun 2021” yang diteliti di tahun 2022 

(Putri, 2022). Jenis penelitian ini berbentuk skripsi yang menjelaskan tentang keluarnya Turki dari 

Konvensi Istanbul berdasarkan teori Decision Making Theory dari Richard Synder, H.W. Bruck 

dan Burton Sapin. Teori tersebut menjelaskan bagaimana setting internal dan eksternal mampu 

mempengaruhi kebijakan suatu negara yang selanjutnya dapat diproyeksikan bagi seorang 

pembuat kebijakan untuk merespon dan memutuskan tindakan sesuai dengan faktor dan kondisi 

yang terjadi. Analisis proses pengambilan keputusan tersebut menggunakan social structure & 

behaviour sebagai pelengkap dari kedua faktor internal serta eksternal tersebut (Snyder, 2002). 
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Pada setting internal, peneliti menggunakan dua indikator yakni society dan human 

environment dalam menjelaskan terjadinya penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul. 

Dijelaskan bahwa society yang berasal dari partisipasi masyarakat cukup memberikan pengaruh 

bagi perubahan kebijakan Pemerintah Turki. Selanjutnya untuk human environment memuat dua 

faktor yakni budaya dan populasi dalam merumuskan suatu kebijakan. Manusia menjadi aktor 

yang mempengaruhi kebijakan, seperti masyarakat atau non pemerintah. Selanjutnya budaya yang 

dimaksud adalah masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan konservatif. Untuk 

social structure and behaviour dapat dikategorikan sebagai setting internal, yang mana terdapat 

pada major common value orientation menjelaskan nilai Islamis dan konservatif dalam sebagian 

masyarakat Turki mempengaruhi perumusan kebijakan. Begitu pula dengan major institutional 

pattern dimana partai politik AKP menganut pada nilai yang sama. Sedangkan untuk relevant 

social process berkaitan dengan bagaimana visualisasi dari opini publik mengenai Presiden 

Erdogan dalam peran perempuan, kesetaraan gender dan nilai-nilai politik anti gender serta 

diskriminasi terhadap gerakan feminisme.  

Untuk setting eksternal menjelaskan bagaimana kondisi dari luar batas territorial suatu negara 

berdasarkan aksi-reaksi, tindakan, budaya, serta letak geografis negara tersebut. Di dalam setting 

eksternal ini terdapat dua faktor dalam menjelaskan alasan Turki keluar dari Konvensi Istanbul. 

Pertama berdasarkan other societies dimana terdapat pandangan berbeda dari negara Uni Eropa 

dalam memandang LGBT dan peranan perempuan, kemudian hal ini mempengaruhi keputusan 

Turki untuk keluar dari Konvensi Istanbul. Selanjutnya untuk other cultures dapat diartikan 

bagaimana perbedaan budaya diantara satu dan lainnya mampu mempengaruhi kebijakan suatu 

negara.  
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Kedua, peneliti Raisha Violina dengan judul penelitian “Kebijakan Penarikan Diri Turki Dari 

Konvensi Istanbul Pada Masa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan” yang diteliti di tahun 2022 

(Violina, 2022). Jenis penelitian ini berbentuk skripsi yang menjelaskan faktor yang 

mempengaruhi kebijakan penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul pada masa pemerintahan 

Recep Tayyip Erdogan menggunakan teori kebijakan luar negeri dengan konsep Foreign Policy 

Changes yang dikemukakan oleh Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis. Terdapat tiga 

parameter dalam menganalisis perubahan kebijakan laur negeri yakni domestic structural 

parameters, international structural parameters, dan domestic-international conjunctural 

parameter (Blavoukos, 2014). 

Domestic structural parameters adalah pengaturan pada lembaga politik dalam proses 

pengambilan kebijakan melalui kelompok advokasi ataupun individu dalam menentukan 

kebijakan luar negeri. Sebagaian besar input kebijakan berasal dari individu (unit otoritas 

keputusan) yang terdiri dari tiga unit. Pertama, individu seperti presiden, raja, serta otoritarianisme 

seorang pemimpin. Kedua, single group yang bepengaruh dalam kebijakan negara seperti kudeta 

militer. Ketiga, aktor otonom yang memiliki hak veto dalam sebuah kebijakan, seperti koalisi 

partai politik. Kelompok advokasi juga memiliki pengaruh terhadap perubahan kebijakan luar 

negeri suatu negara. Kelompok pertama yaitu political culture, adalah kelompok yang 

memberikan pengaruh pada pengambil kebijakan dengan menjadikan identitas bersama terkait 

instrumen kebijakan luar negeri. Kedua, socio-economic group adalah kelompok yang mampu 

menggiring opini publik untuk memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan. Ketiga policy 

entrepreneurs adalah tokoh yang memiliki kapabilitas khusus yang mampu memberikan pengaruh 

perubahan dalam kebijakan luar negeri. 
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International structural parameters mengacu pada peranan negara dalam sistem internasional. 

Terdapat dua peranan negara dalam sistem internasional yang mampu mendorong terjadinya 

perubahan kebijakan luar negeri. Pertama interaksi antar negeri yang dipandang sebagai rival. 

Kedua, interaksi negara dengan negara – negara lainnya untuk memperkuat hubungan antar 

negara. Ketiga, partisipasi negara dalam organisasi nasional yang pada dasarnya terbentuk norma 

dan spesifikasi tertentu dan negara mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. 

Domestic-international conjunctural parameters melihat perubahan kebijakan luar negeri 

dipengaruhi oleh peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Jika dilihat dari sisi domestik, seperti 

pergantian kepemimpinan disebabkan oleh kematian, kudeta militer, dan guncangan politik atau 

keamanan. Selanjutnya jika dilihat dari sisi internasional, perubahan kebijakan luar negeri dapat 

dipengaruhi oleh fenomena tidak terduga yang disebabkan oleh krisis global atau krisis keamanan 

global. Hal ini mampu mendorong perubahan arah politik suatu negara sebagai respon atas 

permasalahan tersebut.  

Dengan penjelasan sebelumnya, berdasarkan keluarnya Turki dari Konveksi Istanbul yang 

akan peneliti analisis berbeda dengan dua peneliti sebelumnya. Peneliti ini bertujuan menganalisis 

dan menjalaskan keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul menggunakan perspektif konstruktivisme 

dengan teori identitas nasional menurut Anne Clunan yang dirumuskan dengan judul “Pengaruh 

Identitas Nasional Turki terhadap Keputusan Keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana identitas nasional Turki mempengaruhi keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian penulis yang berjudul “Pengaruh Identitas Nasional Turki Terhadap 

Keputusan Keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul” adalah menganalisis bagaimana pengaruh 

identitas nasional mampu menjadi penyebab keputusan Turki untuk keluar dari Konvensi Istanbul.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoris 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta sumbangsi pemikiran 

kepada para akademisi di bidang Ilmu Hubungan Internasional perihal perpekstif 

konstruktivisme dan teori identitas nasional negara Turki dalam keputusannya untuk keluar 

dari Konvensi Istanbul. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa atau peneliti lainnya untuk 

mengkaji lebih dalam terhadap fenomena yang terjadi dalam reformasi yang dilakukan oleh 

Turki dalam menentukan identitas nasionalnya, sehingga menjadi penyebab atas keputusan 

Turki untuk keluar dari Konvensi Istanbul. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi jurusan, karya tulis ini dapat menjadi dokumen keilmiahan yang bisa 

dimanfaatkan bagi penulis lainnya yang memiliki kesamaan pandangan penelitian 

sehingga mampu menjadi penggambaran pendekatan teori dalam pada isu atau 

permasalahan yang berkaitan. 

b. Bagi penulis, sebagai sebuah standar pemahaman bagi penulis dalam menguasai teori 

yang telah dipelajari selama melewati pembelajaran dalam program studi Ilmu 

Hubungan Internasional 
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c. Bagi masyarakat, sebagai edukasi bagi para pembaca yang meneliti karya tulisan ini 

sehingga membantu dalam proses pemahaman pada pengaruh identitas nasional 

khususnya negara Turki terhadap keputasan keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul. 
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